BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOF 45 5TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENUTUPAN DAN PENYEGELAN TEMPAT-TEMPAT YANG

Menimbang

Mengingat

DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pemberantasan Pelacuran di wilayah Kabupaten
Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah
Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penutupan Dan Penyegelan Tempat-
Tempat Yang Digunakan Sebagai Tempat Pelacuran Di
Wilayah Kabupaten Batang;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahunl1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan,
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di wilayah
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pemberantasan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Batang
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor
2);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUTUPAN

DAN PENYEGELAN TEMPAT - TEMPAT YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PELACURAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

12.
13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Batang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Batang.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas memelihara dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pelacuran adalah perbuatan/kegiatan seseorang atau sekelompok orang
baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada
umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan
yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang sah
dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi
pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk
mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
Pelacur adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita,
atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada wumum atau
seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan cabul atau
hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah
pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel/
penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran/atau di
tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan
imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.

Mucikari adalah seseorang yang menyelenggarakan usaha pelacuran.
Makelar cabul adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara
sehingga terjadi pelacuran dengan harapan memperoleh imbalan baik
berupa uang, barang atau jasa lainnya.

Tamu cabul adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria,
wanita, atau waria/banci yang mengunjungi tempat/rumah pelacuran
dengan maksud melakukan pelacuran.

Tempat/rumah pelacuran adalah tempat atau rumah yang berada di
daerah yang berdasarkan indikasi dan/atau bukti permulaan patut
diduga dipergunakan untuk kegiatan pelacuran.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau
perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan/hubungan
seks.

Hubungan seksual adalah hubungan kelamin (biologis) antara dua
jenis kelamin yang berbeda atau antara dua jenis kelamin yang sama.
Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar
pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka
pemeriksaan pada tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan
atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai
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tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catata, dokumen termasuk
data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat
memberikan petunjuk tentang kegiatan usaha atau kegiatan usaha bebas
wajib pajak yang diperiksa.

15. Penutupan adalah pengakhiran, penghentian, penyetopan, penyudahan,
pembongkaran, blokade, pengepungan, pengisolasian.

16. Pembongkaran adalah proses atau cara, perbuatan membongkar (rumah
liar) oleh pihak yang berwajib barang-barang dari gedung dan sebagainya.

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tata cara penutupan dan penyegelan tempat-tempat yang digunakan
sebagai tempat pelacuran di Daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah penertiban, penutupan, penyegelan
dan/atau pembongkaran tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat
pelacuran di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain:

a. tata cara penertiban, penyegelan, penutupan, dan/atau pembongkaran
tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat Pelacuran di Daerah;

b. tempat-tempat yang dilarang digunakan sebagai tempat pelacuran di
Daerah; dan

c. pemberian keterampilan dan pemulangan.

BAB IV

TATA CARA PENERTIBAN, PENYEGELAN, PENUTUPAN, DAN ATAU/
PEMBONGKARAN TEMPAT-TEMPAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
TEMPAT PELACURAN

Pasal 4

(1) Tata cara penertiban tempat-tempat yang digunakan tempat Pelacuran di
Daerah dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. menyusun rencana, sasaran dan jadwal kegiatan;
b. menyiapkan surat perintah tugas oleh Satpol PP;
c. menyiapkan sarana dan prasarana serta perlengkapan lainnya; dan
d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
(2) Tata cara penyegelan tempat-tempat yang digunakan tempat Pelacuran di
Daerah dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan;




b. menyiapkan personil yang akan ditugaskan dengan surat perintah
tugas;
c. melakukan koordinasi kepada instansi terkait pengampu peraturan
daerah;
menyiapkan administrasi dan perlengkapan yang diperlukan;
menentukan subjek dan objek pelanggar peraturan daerah/produk
hukum daerah;
f. menentukan lokasi kegiatan;
g. melakukan pendalaman terhadap materi; dan
h. menetapkan target operasi yang dicapai.
(3) Tata cara penutupan tempat-tempat yang digunakan tempat Pelacuran di
Daerahdilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan;
b. melakukan kegiatan sosialisasi;
c. melaksanakan kegiatan pendataan yang dilakukan oleh tim; dan
d. melakukan kegiatan penindakan penutupan tempat-tempat yang
digunakan sebagai tempat pelacuran terlebih dahulu dengan
menandatangani surat pernyataan bersedia sanggup mentaati,
mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam waktu 7 (tujuh) hari
terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan dengan bermaterai
cukup.
(4) Tata cara pembongkaran tempat-tempat yang digunakan tempat Pelacuran
di Daerahdilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan,;
b. menyiapkan surat perintah tugas oleh Satpol PP;
c. menyiapkan sarana dan prasarana; dan
d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
(5) Tata cara penyegelan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan dengan tim yang dibentuk dengan Keputusan
Bupati.
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BAB V

TEMPAT-TEMPAT YANG DILARANG DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT
PELACURAN

Pasal 5
Tempat tempat yang dilarang digunakan sebagai tempat pelacuran antara lain:

a. Tempat umum yang biasa digunakan oleh masyarakat umum untuk
berkumpul digunakan sebagai tempat untuk pelacuran baik secara
sementara maupun terus-menerus.

b. Fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
/atau pihak swasta digunakan sebagai tempat-tempat pelacuran.

c. Warung-warung tempat menjual makanan, minuman, dan sejenisnya
digunakan sebagai tempat pelacuran.

BAB VI
PEMBERIAN KETERAMPILAN DAN PEMULANGAN

Pasal 6
Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disertai dengan:



b. Pemulangan bagi pelacur yang memiliki kartu tanda penduduk luar Daerah
ke tempat asal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 30 Nopember 2016 )

BUPATI BATANG,
ttd

A OYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang L,
Pada tanggal 30 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 46
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001
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NASIKHIN
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Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM 
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001  


